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ABSTRAK 

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, 

kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan 

sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal 

dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas 

pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi 

maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidakmerataan 

pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar 

pemerintah pusat dan daerah. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti 

empiris mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana 

alokasi khusus, pengeluaran modal, dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa 

sisa pembiayaan anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten 

atau kota di Pulau Jawa pada 2018-2019. Metode yang digunakan teknik 

purposive sampling, jumlah sampel sebanyak 98 laporan keuangan daerah 

Kabupaten/Kota. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, 

dan Bantuan Keuangan mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran dengan 

nilai sig masing-masing sebesar 0,001; 0,000; 0,000. Sementara itu, Dana Alokasi 

Umum dan Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi sisa lebih pembiayaan 

anggaran dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,446 dan 0,504. 

 

Kata Kunci : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Bantuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi. 

 

ABSTRACT 

Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government gives full authority to 

each region, be it province, regency/city, to regulate and manage their regional 

households with as little interference as possible from the central government. 

This policy is known as Regional Autonomy. Regional autonomy aims to 

accelerate economic growth and regional development, increase the quantity of 
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public services so that they are more efficient and responsive to the potential 

needs and characteristics of each region and reduce the inequality of development 

that has been going on so far, causing inequality between the central and regional 

governments. The purpose of this research is to find empirical evidence regarding 

the effect of local tax revenues, regional levies, special allocation funds, capital 

expenditures, and financing receipts on the remaining budget financing. The type 

of research used in this research is quantitative. The population used in this 

research is districts or cities in Java Island in 2018-2019. The method used was 

purposive sampling technique, the sample size was 98 district/city regional 

financial reports. The analytical method uses multiple linear regression analysis. 

The results of this study indicate that the Special Allocation Fund, Capital 

Expenditures, and Financial Assistance affect the remaining excess budget 

financing with a sig value of 0.001 each; 0.000; 0.000. Meanwhile, the General 

Allocation Fund and Economic Growth did not affect the remaining excess budget 

financing with sig values of 0.446 and 0.504 respectively. 

 

Keyword : The excess of budget financing, general allocation funds, special 

allocation funds, capital expenditures and financial assistance, economic growth. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini 

menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut 

Amandemen Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) bahwa dana 

perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana 

perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek 

pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintah. Hal ini yang menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antar 

pusat dan daerah (Bawono, 2008). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suharna (2015) menyebutkan bahwa 

dari komponen-komponen APBD, yang berpengaruh besar terhadap SILPA 

berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana transfer dari 
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pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Kumorotomo (2010), yang menyatakan bahwa besarnya SILPA menunjukkan 

belum optimalnya pengelolaan keuangan  daerah. 

Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai melalui kebijakan 

desentralisasi adalah dengan adanya kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan melakukan kebijakan tersebut 

penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana dengan optimal 

untuk kesejahteraan umum di daerah tersebut. Sistem desentralisasi juga 

merupakan bentuk upaya demokrasi antara pemerintah daerah dengan melibatkan 

masyarakat daerah untuk bisa turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Selain itu sistem desentralisasi juga dapat membantu pemerintah 

daerah untuk mencetuskan berbagai program  baru yang tentunya sebagai upaya 

perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah, dimana semua itu masih dalam rangka 

untuk membantu mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik 

yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan 

masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). 

Berdasarkan gagasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA 

LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) di KABUPATEN/KOTA SE-

JAWA TAHUN 2018-2019” 

2. METODE  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian 

yang menekankan pada pengujian teori–teori yang melalui pengukuran variabel– 

variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

diperoleh dari website dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian 

Keuangan RI yang berisikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2018-2019, 

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten tahun 2018-2019, dan Pertumbuhan 

Ekonomi setiap Kabupaten di Jawa tahun 2018-2019. 
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Pengumpulan data adalah kegiatan pertama penelitian yaitu memperoleh 

dan menghimpun data-data yang ada di lapangan melalui website resmi Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI 

https://djpk.kemenkeu.go.id & Badan Pusat Statistik Indonesia 

https://www.bps.go.id . Untuk pembatasan waktu data yang dikumpulkan peneliti 

yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2019, Laporan 

Realisasi Anggaran Kabupaten tahun 2018-2019 dan Pertumbuhan Ekonomi 

setiap Kabupaten di Jawa tahun 2018-2019. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan food and bavarage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Total populasi sebesar 

26 perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode purposive sampling, 

maka data yang dijadikan sampel sebesar 12 perusahaan food and bavarage yang 

memenuhi kriteria penelitian selama periode 2015-2019. Berdasarkan uji asumsi 

klasik, maka didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Asumsi 

Klasik 

Uji 

Normal

itas 

Uji 

Multikolinearita

s 

Uji 

Autokorelas

i 

Uji 

Heterokedastisitas 

Toleran

ce 

VIF 

DAU Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

0,200 

0,126 7,941 Durbin-

Watson 

0,135 

0,236 

DAK 0,154 6,474 0,608 

Belanja Modal 0,364 2,747 0,423 

Bantuan 

Keuangan 

0,955 1,047 0,501 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 0,979 1,022  0,524 

DAU  0,126 7,941  0,236 

Sumber: Hasil olah data 2020 

Berdasarkan Uji Asumsi Klasik didapat hasil Uji Normalitas dengan 

Kolmogrov-smirnov sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
https://www.bps.go.id/
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model regresi terdistribusi normal karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat 

dikatakan sebaran data dalam penelitian ini digolongkan terdistribusi normal. 

Selanjutnya, hasil Uji Multikolinearitas menunjukan bahwa seluruh variabel 

independen (likuiditas, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, risiko bisnis) memiliki nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas bahwa seluruh variabel 

independen (likuiditas, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, risiko bisnis) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada model regresi tersebut 

bebas dari masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil Uji menujukan bahwa 

nilai  Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,135 yang berarti bahwa lebih besar dari (>) 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Variabel Coefficient 

(Constant) 184763,214 

DAU -0,098 

DAK 0,280 

Belanja Modal 0,594 

Bantuan Kuangan -0,380 

Pertumbuhan Ekonomi -33888,286 

Sumber: Hasil olah data 2020 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.7 diatas, maka 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

SILPA = 184763,214 -0,098 DAU + 0,280 DAK + 0,594 BM - 0,380 BK -

33888,286 PE 

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Konstanta memiliki koefisien regresi dengan arah positif 184763,214 hal ini 

menunjukan bahwa jika variable DAU, DAK, Belanja Modal, Bantuan 

Keuangan, dan Pertumbuhan Ekonomi diasumsikan konstan atau sama 

dengan 0 maka nilai SILPA akan mengalami peningkatan. 
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b. DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif -

0,098 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan DAU maka SILPA akan 

mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan DAU 

maka akan SILPA akan mengalami peningkatan. 

c. DAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki koefisien regresi dengan arah positif 

0,280 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan DAK maka akan meningkatkan 

SILPA, begitu sebaliknya apabila terjadi penurunan DAK maka SILPA akan 

mengalami penurunan. 

d. BM (Bantuan Modal) memiliki koefisien regresi dengan arah positif 0,594 hal 

ini berarti bahwa setiap kenaikan bantuan modal maka akan SILPA, begitu 

pula sebaliknya apabila terjadi penurunan bantuan modal maka SILPA akan 

mengalami penurunan. 

e. BK (Bantuan Keuangan) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif - 

0,380 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan bantuan keuangan maka SILPA 

akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan 

bantuan keuangan maka akan SILPA akan mengalami peningkatan. 

f. PE (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif -

33888,286 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi maka 

SILPA akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya apabila terjadi 

penurunan pertumbuhan ekonomi maka akan SILPA akan mengalami 

peningkatan. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh DAU terhadap SILPA 

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai 

thitung  sebesar -0,730 dan nilai signifikansi sebesar 0,466 lebih besar dari 

toleransi kesalahan α = 0,05 yang berarti bahwa variabel DAU tidak berpengaruh 

terhadap SILPA, sehingga H1:Ditolak.  

Hal ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh 

terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dana Alokasi Umum memiliki peran 

sangat kecil terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dikarenakan fungsi utama 

dari Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block 
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grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi 

kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan 

formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan 

bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada 

daerah kaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Fadillah, 2017). bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap sisa lebih 

pembiayaan anggaran. 

3.2.2 Pengaruh DAK terhadap SILPA 

Hasil statistik uji t untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,477 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari toleransi 

kesalahan α = 0,05 yang berarti bahwa variabel DAK berpengaruh terhadap 

SILPA, sehingga H2:Diterima. 

Hal ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap 

sisa lebih pembiayaan anggaran. Apabila semakin besar realisasi transfer dana 

alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat pencairan anggaran daerah 

semakin tinggi sehingga sisa lebih pembiyaan anggarannya kecil, sebaliknya 

semakin kecil realisasi transfer dana alokasi khusus dari pemerintah maka tingkat 

pencairan anggaran rendah sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran akan 

semakin besar.  

3.2.3 Pengaruh belanja modal terhadap SILPA 

Hasil statistik uji t untuk Belanja Modal (BM) diperoleh nilai thitung sebesar 6,550  

nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari toleransi kesalahan α = 0,05 yang 

berarti bahwa variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap SILPA, 

sehingga H3 : Diterima. 

Hal ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap sisa 

lebih pembiayaan anggaran. Apabila semakin kecil sisa belanja modal dari 

pemerintah yang direncanakan dengan baik, sehingga sisa lebih pembiayaan 

anggaran akan semakin kecil. Sebaliknya,  semakin besar sisa belanja modal dari 

pemerintah pusat yang diakibatkan tingkat perencanaan daerahnya kurang baik 

sehingga menyebabkan sisa lebih pembiyaan anggarannya semakin besar. 
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3.2.4 Pengaruh bantuan keuangan terhadap SILPA 

Hasil statistik uji t untuk Bantuan Keuangan (BK) diperoleh  nilai thitung sebesar -

4,448 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 

0,05 yang berarti  bahwa bantuan keuangan berpengaruh negatif  terhadap 

SILPA, sehingga H4: Diterima. 

Hal ini membuktikan bahwa bantuan keuangan berpengaruh negatif 

terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Semakin besar bantuan keuangan 

menyebabkan sisa lebih pembiyaan anggarannya semakin kecil dikarenakan 

mudah untuk di buat surat pertanggung jawabannya. 

3.2.5 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap SILPA 

Hasil statistik uji t untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE) diperoleh nilai thitung sebesar 

-0,669 dan nilai signifikansi sebesar 0,504 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 

0,05 yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap SILPA, sehingga H5 : Ditolak. 

Hal ini membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Pertumbuhan Ekonomi memiliki peran 

sangat kecil terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dikarenakan pertumbuhan 

ekonomi lebih berpengaruh terhadap belanja modal tidak berpengaruh terhadap 

sisa lebih pembiayaan anggaran. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik 

harus diiringi dengan pembangunan insfrastruktur yang baik pula. Ketika 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat bisa diindikasikan belanja modal 

daerah tersebut cukup besar. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka 

dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut : 

1. DAU tidak berpengaruh terhadap SILPA dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,446 lebih dari 0,05 sehingga H1 ditolak.  

2. DAK berpengaruh positif terhadap SILPA dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga H2 diterima. 
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3. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap SILPA dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H3 diterima. 

4. Bantuan Keuangan berpengaruh positif terhadap SILPA dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H4 diterima. 

5. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap SILPA dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,504 lebih dari 0,05 sehingga H5 ditolak.  

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik 

lagi. Keterbatasan tersebut meliputi antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua periode laporan keuangan pemerintah 

daerah di Pulau Jawa yaitu pada periode 2018-2019, sehinngga kurang 

mampu menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu DAU, 

DAK, Belanja Modal, Bantuan Keuangan, dan Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Dari hasil pengujian koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa kelima 

variabel independen dalam penelitian ini hanya mempengaruhi variabel 

dependen sebesar 49,8% 

4.3 Saran   

Saran-saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut  

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel sehingga disarankan 

penelitian selanjutnya menambahkan variabel penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan objek penelitian, 

sehingga hasil penelitian berguna dan dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi tersebut.  
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